PUTUSAN
Nomor 01-01-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang

diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta
2. Nama : Patrice Rio Capella
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk
dan atas nama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada 1). Taufik Basari,
S.H.,, S.Hum, LL.M., 2). Regginaldo Sultan, S.H., M.M, 3). Muhammad
Rullyandi, S.H., M.H., 4). Ira Zahara Jatim, S.H., 5). Hermawi Taslim, S.H.,
6). Parulian Siregar, S.H., 7). Wibi Andrino, S.H., 8). Enny P, Simon, S.H.,
9). Michael R. Dotulong, S.H., 10). Ferdian Sutanto, S.H., 11). Paulus
Tarigan, S.H., 12). R. Romulo Napitupulu, S.H., 13). Wahyudi, S.H., 14).
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Ridwan S. Tarigan, S.H., 15). Rahmat Aminudin, S.H., 15). Sulkarnain
Talolo, S.H.,16). Anton F. Hutabarat, S.H., 17). Iskandar Zulkarnaen, S.H.,
M.H., 18). Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., 19). Yuli Kurniawati, S.H.,
20). Laura Donna, S.H., 21). Anwarsyah Nasution, S.H., 22). Evi Panjaitan,
S.H., 23). Mas Agus Iwan Saputra, S.H., 24). Zaini Djalil, S.H., 25). Arbab
Paproeka, S.H., 24). Unoto Dwi Yulianto, S.H., 25).H. Hamdani Laturua,
S.H., 26). H. Ali Mazi, S.H., 27). Aria Gunawan, S.H., 28). Yahdi Basma,
S.H., 29). H. Hulain, S.H., 30). Zulfikar Sawang, S.H., 31). Syahrul Rizal,
S.H., 32). Dedi Meradi, S.H., dan 33). Winda Valdya, S.H., kesemuanya
adalah advokat/Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi
Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, beralamat di Jalan
R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Partai
Nasdem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai ------------------- e Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor

29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa
Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,.M.Hum.,Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr.
Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi,
S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H.,
Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi,
S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.,
Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah
Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang
memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung
Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------=-======m=mmmmmmm Termohon;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon;

Memeriksa bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal

12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB
berdasarkan  Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-
1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan
Nomor 01-01-10/PHPU.DPR-DPRD/XI1/2014 (Provinsi Lampung), pada hari
Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan
bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal
24 Mei 2014, untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Lampung | Provinsi

Lampung mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

|. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,
antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
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putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam
hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara
nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada
Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Il. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan
Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ bahwa Permohonan hanya dapat diajukan
terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional
oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai
politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain,
adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan
DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila
mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang
bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari
2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014
dengan Nomor Urut 1;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
tanggal 9 Mei 2014.

lll. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



= SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa
pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu
paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU
mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 201l14tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB,;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu
secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi padatanggal 12 Mei
2014 pukul 23.50 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang
diagjukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI LAMPUNG

DPR RI DAPIL LAMPUNG |

1. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, khususnya terkait Dapil Lampung | (bukti
P.l-Lampung1-01). Adapun dalil-dalil dari permohonan gugatan ini sebagai
berikut:
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2. Bahwa telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung oleh penyelenggara yaitu KPU Provinsi
Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung, sehingga Partai Nasdem
dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil LAMPUNG |I.
Wilayah Dapil Provinsi Lampung meliputii Kota Bandar Lampung,
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten
Pringsewu, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung
Barat (termasuk didalamnya kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pesisir
Barat);

3. Bahwa kegiatan pleno KPU RI tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara
Tingkat Nasional untuk Provinsi Lampung dilaksanakan pertama kali pada
tanggal 27 April 2014 bertempat di Kantor KPU RI. Pada rapat tersebut
saksi Partai Nasdem menunjukkan beberapa persoalan di tingkat lapangan
dengan contoh masalah data C1 dan meminta untuk dilakukan
penghitungan ulang untuk seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran.
Selanjutnya kesimpulan rapat KPU RI tanggal 27 April 2014 menugaskan
kepada KPU Provinsi Lampung untuk dilakukan pencermatan data dengan
melihat data DA1, D-1 dan C1 yang dilaksanakan melalui rapat pleno KPU
kabupaten/kota dengan melibatkan saksi parpol;

4. KPU Provinsi Lampung tidak melaksanakan kesimpulan rapat tersebut.
Rapat-rapat di tingkat kabupaten dan kota sesuai arahan KPU Provinsi,
hanya merupakan rapat sinkronisasi data pemilih dan sama sekali tidak
menyentuh data Cl1 yang dipersoalkan, serta diantaranya pleno KPU
kabupaten/kota tanpa mengundang partai politik. Demikian pula pada rapat
Pleno KPU Provinsi tanggal 2 Mei 2014, KPU Provinsi menggelar rapat
pleno untuk singkronisasi data pemilih dan jumlah surat suara yang dipakai
tanpa meneliti data C1; bukti (P.1.Lampung.I-03);

5. Bahwa pada rapat tersebut terjadi pertentangan partai-partai politik di
Provinsi Lampung dan partai-partai politik itu menyampaikan keberatan
atas Rapat Pleno KPU Provinsi Lampung tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana
terlampir; bukti (P.I-Lampung1-04);

6. Bahwa pada Rapat Pleno KPU RI dalam rangka Rekapitulasi Nasional
untuk Provinsi Lampung yang kedua, pada tanggal 3 Mei 2014, KPU
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Provinsi Lampung kembali melaporkan kepada pleno KPU RI hasil kerja

berupa koreksi data pemilih;

7. Bahwa Partai Nasdem menyampaikan keberatan dan rapat KPU RI
menyimpulkan untuk menunda keputusan tentang Dapil Lampung I,
menunggu rekomendasi dari BAWASLU RI. Partai Nasdem menyampaikan
daftar permasalahan dan bukti-bukti kepada BAWASLU RI melalui surat
tanggal 3 Mei 2014 Nomor 157-SE/DP-Nasdem/V/2014 sebagaimana
terlampir; bukti (P.I-Lampungl1-05)

Beberapa permasalahan pokok data C1 meliputi:

a. Formulir C1 tanpa tanda tangan petugas;

b. Formulir C1 tanpa tanda tangan saksi;

c. Formulir C1 yang sudah ditandatangani petugas dan saksi, tetapi tanpa
angka (blanko);

d. Data jumlah perolehan suara tidak ditulis dengan huruf;

e. Data coret-coretan sehingga tidak jelas angka perolehan yang
sesungguhnya,;

f. Formulir C1 dengan 2 dan 3 versi dalam satu TPS yang sama;

g. Penjumlahan angka dalam Formulir C1 tidak sesuai dari yang
seharusnya (terjadi penambahan dan pengurangan angka dari yang
seharusnya).

Dengan gambaran tersebut maka data C1 tidak dapat dipergunakan karena

banyak kesalahan. Ketidakmampuan KPU Lampung menjawab kesalahan-

kesalahan tersebut serta KPU Lampung tidak mau menelit/mencermati

Formulir C1 dan menghitung ulang dari C1-Plano atau dari surat suara,

sehingga ada indikasi rekayasa penghitungan suara. Perekayasaan data

seperti ini tersebar di semua kecamatan.Kesalahan C1 terjadi pada TPS di

113 desa (dari 144 desa di Kabupaten Pesawaran); yaitu pada sebanyak

254 TPS dari 615 TPS yang C1 nya dianalisis. (Total TPS di Kabupaten

Pesawaran sebanyak 1100 TPS).

8. Bahwa BAWASLU RI melalui surat rekomendasi tertanggal 4 Mei 2014
Nomor 0491/Bawaslu/V/2014 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU
untuk:

1. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap dokumen C1 yang

terdapat dugaan terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



9

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penjumlahan perolehan suara sebagaimana hasil pencermatan yang
dilakukan oleh Bawaslu;

2. Memberikan sanksi terhadap KPPS yang terbukti dengan sengaja
melakukan proses penghitungan suara tidak sesuai dengan Peraturan
KPU, agar tidak direkrut kembali sebagai penyelenggaran Pemilu.

bukti (P.I-Lampung1-06);

Bahwa atas rekomendasi tersebut menegaskan kepada penyelenggara

telah terindikasi pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 2012, atas respon

rekomendasi BAWASLU RI, Partai Nasdem menyampaikan kembali
permintaan kepada KPU RI untuk dilakukan penghitungan ulang dengan

tembusan surat kepada BAWASLU RI melalui surat tanggal 5 Mei 2014

Nomor 158-SE/DPP-Nasdem/V/2014 sebagaimana terlampir bukti (P.I-

Lampungl1-07);

9. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 22.00 WIB, KPU Provinsi Lampung
melakukan pencocokan data di 6 TPS di Kabupaten Pesawaran bertempat
di Gedung KPU RI lantai 1 dan KPU Provinsi Lampung menyampaikan
hasil pencocokan data tersebut kepada KPU RI dengan surat KPU Provinsi
Lampung tanggal 6 Mei 2014, Nomor 205/KPU-008-Prop/V/2014. bukti
(P.I-Lampung1-08);

Bahwa dalam surat tersebut, KPU Provinsi Lampung tidak menjawab

berbagai kesalahan yang menurut BAWASLU RI terbukti sebagaimana

maksud surat BAWASLU Rl tanggal 5 Mei 2014 Nomor
0491/Bawaslu/V/2014 tentang Rekomendasi Provinsi Lampung. KPU

Provinsi Lampung tidak melakukan klarifikasi mengapa bisa terjadi ada 2

versi Formulir C1 yang di-upload KPU, yang berbeda di TPS 8 Desa

Banjaran Kecamatan Padang Cermin dengan angka 48 dalam dan angka

50. Jelas sekali hal ini memberikan indikasi ketidak-pastian hukum.Situasi

seperti ini sangat mungkin terjadi pada TPS-TPS lain di Kabupaten

Pesawaran.bukti(P.I-Lampung1-09);

10.Bahwa terjadi kontradiksi penjelasan dari KPU Provinsi Lampung yang
mana pada butir 3 dinyatakan tidak ada perubahan suara sah dan jumlah
suara sah; padahal telah terjadi perubahan angka (setelah ralat dengan
terbukanya C1 plano, misalnya pada TPS 6 Desa Sukabanjar Kecamatan
Gedong Tataan yang naik 1 angka);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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11.KPU Provinsi Lampung juga tampak melakukan langkah-langkah tidak

terpuji dan secara tidak relevan memuat persoalan PKB yang mengira

Partai Nasdem menuduh penggelembungan suara oleh PKB, karena

selama pembahasan hal tersebut tidak pernah ada sama sekali dan tidak

pernah ada pembicaraan dalam rapat-rapat bahwa Partai Nasdem

menuduh PKB. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara sengaja KPU

Provinsi Lampung menjurus pada upaya-upaya melakukan adu domba

antar partai politik;

12.Bahwa terhadap hal yang sangat prinsipil menyangkut proses demokratisasi

dan keadilan dalam mengelola suara rakyat, Partai Nasdem menilai telah

terjadi hal-hal yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dan BAWASLU

Provinsi Lampung yang merupakan pelanggaran dan mengusik rasa

keadilan serta merugikan Partai Nasdem. Beberapa hal yang merugikan

Partai Nasdem, karena tindakan KPU Provinsi Lampung yang:

a. tidak merespon surat-surat Partai Nasdem;

b. tidak merespon secara proporsional hal-hal yang telah menjadi
keputusan rapat KPU Rl dengan interpretasi sepihak;

c. tidak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di semua kabupaten/kota
dengan mengundang saksi parpol;

d. tidak melakukan pencermatan data C1,

e. melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran terjadi di
jajaran bawah tingkat lapangan Provinsi Lampung;

f. tidak dapat menjelaskan hal-hal yang terbukti salah menurut surat
Bawaslu tanggal 4 Mei 2014;

g. tidak dapat menjelaskan adanya 2 versi C1 di TPS 8 Desa Banjaran
Kecamatan Padang Cermin, dengan indikasi manipulatif.

h. tidak dapat menjelaskan perbedaan angka-anga jumlah dan angka-
angka yang dicoret-coret sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Demikian pula Partai Nasdem dirugikan atas tindakan Bawaslu Provinsi

Lampung, yang meliputi:

a. tidak merespon secara proporsional dan objektif usulan Partai Nasdem,;

b. melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang dilakukan oleh KPU
Provinsi Lampung dan atau jajaran KPU di tingkat kabupaten dan
tingkat lapangan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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13.Berdasarkan penghitungan Formulir DC 1 KPU Provinsi Lampung angka-
angka perolehan suara partai politik secara nasional untuk Dapil Lampung |
sebagai berikut:bukti (P.I-Lampung1-10)

Tabel 1.Sebaran perolehan suara partai politik di Dapil Lampung I.

N oarThl BANDAR | LAMPUNG METRO |PESAWARAN PRINGSE | TANGGA LAMPUNG
LAMPUNG | SELATAN Wu MUS BARAT/PB | JUMLAH
1 | NASDEM 32,159 24,502 3,791 9,072 11,570 16,735 10.016 107.848
2 | PKB 19,689 31,142 5,006 17,799 17,174 27,966 17.861 136.637
3 | PKS 46,486 39,420 7,789 16,220 19,299 27,947 13.166 170.327
4 | PDIP 74,886 77,643 14,011 30,497 40,183 53,985 72.350 363.555
5 | GOLKAR 31,461 51,624 8,174 20,122 25,344 28,712 16.763 182.202
6 | GERINDRA 41,295 59,749 11,305 21,030 23,448 30,177 21.792 208.796
7 | DEMOKRAT 50,714 66,654 10.337 15,800 17,082 26,180 31.581 218.348
8 | PAN 53,379 72,087 8.576 23,366 27,574 62,038 29.404 276.424
9 | PPP 18,757 16,272 1.041 6,858 8,053 12,852 7.657 71.490
10 | HANURA 31,451 19,184 4.745 63,057 10,161 14,292 9.517 152.407
11 | PBB 6,707 6,716 641 3,178 2,167 3.546 3.184 26.139
12 | PKPI 3,008 2,712 196 635 1,587 919 4.357 13.414

Sumber: Formulir DC 1

14.Dan tercatat perolehan suara partai politik di kecamatan dalam Kabupaten
Pesawaran sebagai berikut:
Tabel 2. Sebaran peorlehan suara partai politik di kecamatan
Kabupaten Pesawaran

N| KECA NAS GOL GERIN DEMO HANU

o| MATAN | DEM PKB PKS PDIP KAR DRA KRAT PAN PPP RA PBB | PKPI
Gedong

1| Tataan 1.796 | 3.001 | 4.192 | 5.371 | 3.371 5.552 5.013 4.762 | 1.247 | 14.108 560 115
Negeri

2| Katon 1.018 | 2.804 | 2.256 | 4.740 | 2.637 4.162 2.875 4.081 | 1.101 8.054 945 149
Tegine

3| neng 1.169 | 2.781 | 2.418 | 5.623 | 1.580 1.908 979 708 465 11.855 121 34
Way

4| Lima 914 1.197 | 1.618 | 1.445 | 3.150 1.646 804 3.059 963 5.141 222 71
Kedond

5| ong 578 1.562 | 1.011 | 2.027 | 1.857 1.209 1.314 2.916 564 4.141 87 118
Way

6 | Khilau 514 | 1.497 | 738 1.398 | 1.233 | 1.342 922 2,997 | 582 3.183 49 32
Padang 1.06

7 | Cemrin 2.286 | 3.864 | 3.177 | 8.060 | 4.329 4.342 3.091 3.452 | 1.326 | 10.721 9 106
Marga

8| Punduh 218 662 514 700 1.194 510 427 801 418 2.291 31 9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Punduh
9 | Pidada 579 431 296 1.133 763 359 375 590 192 3.563 94 5

TOTAL 9.072 | 17.799 | 16.220 | 30.497 | 20.122 | 21.030 15.800 | 23.366 | 6.858 63.057 | 3.178 635

Sumber: DB-1

15. Berdasarkan perbandingan data analisis C1 bukti (P.I-Lampung1-21) telah
terjadi pengurangan angka seperti di Kecamatan Kedondong, Way Khilau
dan Marga Punduh untuk Partai Nasdem seperti terlihat pada tabel berikut
(Tabel 3). Sebagai catatan penting bahwa data Cl1 yang banyak
mengandung kesalahan tersebut tidak dapat dipercaya karena terindikasi
rekayasa. Namun, sebagai gambaran angka perolehan suara terutama di
Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Padang Cermin menunjukkan
ketidaksesuaian dan mempertegas bahwa rekayasa telah terjadi. (Lihat
catatan pada butir 6.

Tabel 3. Perbandingan suara Nasdem dari data C1 (analisis) dan DB-1

No | KECAMATAN | Total | Jml TPS Jumlah Jumlah KETERANGAN
TPS suara suara
untuk Nasdem | Nasdem
analisi C1 | DB-1 Analisis
&1
1 | Gedong 217 | 121 (56%) | 1.796 1.013 _
Tataan
2 | Tegineneng 130 | 33 (25%) 1.169 749 utk 97 TPS
lainnya
akan tambah
2.200
Negeri Katon | 167 | 89 (53%) 1.018 727 _
4 Kedondong 92 92 (100%) | 578 604 Angka
bekrurang
5 | Way Lima 100 | 88 (88%) 914 829 _
6 | Way Khilau 75 73 (97%) 514 579 Angka
berkurang
7 Marga 41 40 (98%) 218 219 Angka
pUnduh berkurang
8 | Punduh 48 14 (29%) 579 128
Pidada
9 | Padang 230 | 65 (28%) 2.286 756 utk 165 TPS
Cermin lainnya
akan tambah
2000

bukti (P.I-Lampung1-11)
16. Dalam kondisi normal tanpa rekayasa, dengan kinerja Partai Nasdem
di lapangan diperkirakan Partai Nasdem akan memperolah suara di

Kabupaten Pesawaran sebesar 20.400 (tabel 4); dan dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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demikian diperkirakan bahwa Partai Nasdem kehilangan suara
sebanyak sekitar 11.300.

Tabel 4. Perbandingan angka suara Partai Nasdem

Jumlah
suara PROYEKSI

No Kecamatan menurut SUARA

DB-1 NASDEM
1 | Gedong Tataan 1796 4.000
2. | Tegineneng 1169 4.000
3. | Negeri Katon 1018 1.600
4 | Kedondong 578 1.500
5 | Way Lima 914 1.800
6 | Way Khilau 514 1.000
7 | Marga Punduh 218 1.000
8 | Punduh Pidada 582 1.500

4.

9 | Padang Cermin 2286 000
JUMLAH 9072 20.400

17. Sebaliknya, Partai Hanura akan mengalami penurunan dengan
kembalinya suara ke partai-partai Nasdem, PDIP, dan Partai Golkar.
Kejanggalan angka suara Partai Hanura terlihat melonjak ekstrim
menjadi 63.057 bila dbandingkan dengan perolehannya pada
kabupaten tetangga, yaitu Pringsewu dan Tanggamus hanya sebesar
10.161 dan 14.292. Angka sebesar 63.057 tersebut juga janggal bila
dikaitkan dengan kaidah-kaidah kerja partai dalam sistem terangkai
antara Caleg pusat - provinsi — kabupaten dalam satu partai. Angka
perolehan Partai Hanura untuk Pileg DPR sebanyak 63.057; dan
untuk Pileg DPRD Kabupaten Pesawaran sebanyak 11.428. Angka-
angka ekstrim Partai Hanura terlihat seperti di Kecamatan Gedong
Tataan mencapai 6 kali lipat untuk DPR RI dari jumlah suara untuk
DPRD Kabupaten. Begitupula di Kecamatan Tegineneng dan Negeri
Katon, Punduh Pidada, dan Marga Punduh sebesar 8 kali lipat dan di
Kedondong sebesar 5 kali lipat. (Tabel 5)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara DPR Rl dan DPRD Kabupaten
Pesawaran
Jumlah
DAPIL Kecamatan Suara | Jumlah Suara DPR
KAB. DPRD RI
Kab
I Gedong Tataan 2,259 14,108 (6 kali lipat)
1 Tegineneng, Negri Katon 2,539 19,909 (8 kali lipat)
Kedondong, Way Khilau,
[ Way Lima 2,437 12,465 (5 kali lipat )
I\ Padang Cermin 3,437 10,721 (3 kali lipat)
Punduh Pidada, Marga
V Punduh 756 5,854 (8 kali lipat)
Jumlah Suara | 11,428 | 63,057 (5.5 kali lipat)

Sumber: DB -1 bukti (P.I-Lampung1-10)
18. Bahwa

penghitungan ulang sejak C1-Plano hingga surat suara karena

relevansi Nasdem untuk melakukan

permintaan Partai
kesalahan secara masif pencatatan C1, baik karena jumlah tidak ditulis
huruf, C1 tidak ditandatangani petugas dan C1 tidak ditandatangani
saksi serta kesalahan hitung jumlah angka dan lain-lain. Ditambah lagi
dengan adanya suara-suara ekstrim yang diperoleh oleh Partai Hanura
yang dalam satu TPS mencapai perolehan 392 seperti di Desa Bumi
Agung, Kecamatan Tegineneng.

Partai Nasdem dirugikan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu di
Kabupaten Pesawaran dengan pelanggaran-pelanggaran,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut (tabel 6):

Tabel 6. Perolehan suara Nasdem dan Hanura tanpa rekayasa dan menurut

DB-1
No | PARTAI JUMLAH JUMLAH JUMLAH
SUARA SUARA SUARA
PARTAI géﬁ'(l;;ll\l PARTAI
TANPA KAB DENGAN
TANPA
REKAYASA
1 NASDEM 98.776 107.848 116.776-
120.076
2 PKB 118.838 136.637 pm
3 PKS 154.107 170.327 pm

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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4 PDIP 333,058 363.555 pre memory
(pm) ,
bertambah

5 GOLKAR 162.080 182.202 pre-memory
(pm) ,
bertambah

6 GERINDRA 187.766 208.796 pm

7 DEMOKRAT 292.548 218.348 pm

8 PAN 253.058 276.424 pm

9 PPP 64.632 71.490 pm

10 | HANURA 89.350 152.407 107.350-
109.350

11 | PBB 22.961 26.139 pm

12 | PKPI 12.779 13.414 pm

Dari sinilah Partai Nasdem dirugikan dan kehilangan suara dengan

adanya beberapa bukti dan bukti petunjuk yang membuat Partai

Nasdem semula meminta kepada KPU untuk menghitung ulang dari

surat suara, atau dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena tidak

saja rekayasa dalam penghitungan suara dengan berbagai kesalahan

C1l secara masif, tetapi juga telah terjadi menurut bukti petunjuk

upaya-upaya oknum caleg DPR Partai Hanura Nomor Urut 2 atas

nama Frans Agung Mula Putra, secara tidak wajar dalam memperoleh
suara seperti adanya keterlibatan aparatur Pemda secara masif,
dan money politics, yang melanggar Undang-Undang.

19. Beberapa kejadian atau peristiwva tersebut yang melanggar UU
tersebut seperti:

a. Intervensi jajaran aparat Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesawaran terjadi secara masif untuk menggiring masyarakat
memilih calon Anggota DPR Partai Hanura Nomor Urut 2 atas
nama Sdr Frans Agung Mula Putra yang merupakan kakak
kandung dari Bupati Pesawaran Sdr. Aris Sandi Dharma Putra.
Bentuk-bentuk keteribatan aparatur secara melawan hukum
tersebut meliputi:

1) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran atas
nama Sdr. Widodo sebagai Koordinator Tim Sukses Caleg
DPR  Frans Agung Mula Putra yang mengkoordinir Ketua
Badan Perrwakilan Desa antara lain di Desa Tanjungkerta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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bukti (P.I-Lampungl-12)dan Ketua Badan Perwakilan Desa
Sukajaya.bukti (P.l-Lampungl1-13);

2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengkoordinasikan
pembuatan KTP dan KK Gratis serta Akte Kelahiran yang
dikaitkan dengan janji untuk memilih caleg DPR Frans Agung
Mula Putra. Contoh blanko permohonan dan janji seperti
terlampir.bukti (P.I-Lampungl1-14);

3) Pengarahan oleh Camat Kedondong, Sdr Zainuren kepada
ibu-ibu dengan memperkenalkan Caleg DPR RI Frans Agung
Mula Putra dan meminta kepada ibu-ibu untuk memilih Caleg
tersebut. Video pengarahan Camat terlampir.bukti (P.I-
Lampung1-15);

4) Bupati Pesawaran Sdr Aris Sandi Dharma Putra melepas
keberangkatan ibu-ibu pengajian untuk wisata religi bersama
Caleg DPR atas nama Frans Agung Mula Putra. Terekam
dalam video.bukti (P.I-Lampung1-16);

5) Banner/Baligo Besar Caleg DPR atas nama Frans Agung Mula
Putra bersama Sdr Aris Sandi Dharma Putra, yang adalah
Bupati Pesawaran. Banner tersebar luas di wilayah kabupaten
Pesawaran.bukti (P.I-Lampung1-17)

b. Langkah-langkah Bupati dengan indikasi keterlibatan tersebut
diketahui secara luas oleh masyarakat dan diantaranya telah
pernah ditangani oleh Panwas Kecamatan dan Panwaslu
Kabupaten namun tidak berlanjut prosesnya;

c. Kegiatan Wisata Religi ke Kubah Emas dengan kompensasi
penandatanganan sumpah untuk memilih Caleg DPR atas nama
Frans Agung Mula Putra dari Partai Hanura. Kegiatan wisata religi
sebagai kampanye terselubung dan merupakan money politics.
bukti (P.l-Lampungl-18) bukti video dan foto, serta angket
Panwaskab, serta pernyataan anggota masyarakat yang turut
serta dalam kegiatan wisata religi tersebut.bukti (P.I-Lampungl-
19).

20. Bahwa bukti dalam bentuk angket Panwaslu Kabupaten Pesawaran
menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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1. Bahwa telah dilakukan kegiatan wisata religi ke Mesjid Istiglal
Jakarta dan Mesjid Kubah Emas, Kota Depok pada bulan Januari
s/d Maret 2014, atas biaya Bupati Pesawaran Sdr Aris Sandi
Dharma Putra yang juga adik kandung Caleg Nomor Urut 2 dari
Partai Hanura untuk DPR atas nama Frans Agung Mula Putra;

2. Bahwa wisata religi tersebut berkaitan dengan upaya Bupati
menggiring untuk memilih kakak kandung Bupati yang juga Caleg
DPR atas nama Frans Agung Mula Putra dari Partai Hanura, yang
dikonfirmasi oleh para peserta (responden dalam angket);

3. Bahwa dalam perjalanan terjadi sosialisasi, pengarahan, surat
pernyataan dan sumpah yang dipandu oleh tokoh/ustadz yang
isinya harus memilih Caleg Partai Hanura atas nama Frans Agung
Mula Putra;

4. Bahwa kegiatan wisata religi tersebut melibatkan PNS seperti
petugas kesehatan/paramedis, Dinas Perhubungan dan Polisi
Pamong Praja; dan diantaranya dilaksanakan pada hari kerja
kantor pemerintah;

5. Bahwa acara pelepasan kegiatan wisata religi dilaksanakan oleh
Bupati dan istri Bupati dengan pesan-pesan untuk memilih Caleg
Partai Hanura Nomor Urut 2 atas nama Frans Agung Mula Putra
yang adalah kakak kandung Bupati Kabupaten Pesawaran;
dengan menggunakan balai desa Desa Hanura Kecamatan
Padang Cermin (yang merupakan fasilitas pemerintah). bukti (P.I-
Lampungl1-19);

21. Bahwa fakta tersebut menunjukkan sangat jelas dan memberi
keyakinan ada keterlibatan penyelenggara Pemilu dan aparat
pemerintah daerah secara masif dan terstruktur; manipulasi suara
yang sekaligus merugikan Partai Nasdem; dan hal itu merupakan
pelanggaran hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
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2) Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal
9 Mei 2014 secara nasional khusus untuk pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

3) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang
untuk anggota DPR RI di Kabupaten Pesawaran;

4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan
putusan ini;

5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-l.Lampung.1-01 sampai dengan
bukti P-l.Lampung.1-40 sebagai berikut:

1 Bukti P.I-Lampung.l- 01 . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang
Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2014;

2 Bukti P.I-Lampung.1- 02 . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
secara Nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

3 Bukti P.I-Lampung.1- 03 . Berita Acara Nomor 46/BA/V/2014 tentang
Perbaikan  Sertifikat Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Calon Anggota Dpr Di
Tingkat Provinsi Lampung Dalam Pemilu
Tahun 2014;

4 Bukti P.l-Lampung.1- 04 : Model DC-2 Pernyataan Kejadian
Khususdan Keberatan Saksi Dalam Proses
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Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun
2014;

5 Bukti P.I-Lampung.1- 05 . Surat DPP Partai NasDem Tanggal 3 Mei
2014 Nomor 157-SE/DPP-Nasdem/V/2014
Kepada BAWASLU RI Tentang Catatan
Keberatan Disertai Tabel Rekapitulasi Dan
Copy C1 Kabupaten Pesawaran Dan
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan;

6 Bukti P.I-Lampung.1- 06 : Surat Bawaslu Rl Kepada KPU RI Nomor
0491/BAWASLU/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014
tentang Rekomendasi Provinsi Lampung;

7 Bukti P.I-Lampung.l- 07 . Surat DPP Partai NasDem Kepada KPU RI
tembusan kepada BAWASLU RI Nomor
158-SE/DPP-NasDem/V/2014 Tgl 5 MEI
2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi
BAWASLU RI;

8 Bukti P.I-Lampung.1- 08 . Surat KPU Provinsi Lampung Kepada KPU
RI Nomor 205/KPU-008-Prop/V/2014 tanggal
6 Mei 2014 tentang HASIL PLENO
PENCOCOKAN C1 DI KABUPATEN
PESAWARAN;

9 Bukti P.l-Lampung.1- 09 : Adanya 2 Versi Formulir C1 yang diupload
KPU, yang berbeda di TPS 8 Desa Banjaran
Kecamatan Padang Cermin;

10 Bukti P.l-Lampung.1- 10 : Form DC 1 KPU Provinsi Lampung tentang
angka-angka perolehan suara partai politik
secara nasional untuk Dapil Lampung |;

11 Bukti P.I-Lampung.l1- 11 : Form DB-1,

12 Bukti P.I-Lampung.l- 12 . Surat Pernyataan Keterlibatan Sekretaris
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
(dari Badan Perwakilan Desa Tanjung Kerta,
Kecamatan Way Khilau);

13 Bukti P.l-Lampung.1- 13 . Surat Pernyataan Keterlibatan Sekretaris
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
(dari Badan Perwakilan Desa Sukajaya,
Kecamatan Way Khilau);

14 Bukti P.l-Lampung.l- 14 : Formulir Permohonan untuk Masyarakat
Pemohon kepada Caleg DPR atas nama
Frans Agung Mula Putra;

15 Bukti P.I-Lampung.1l- 15 : Pengarahan oleh Camat Kedondong, Sdr.
Zainuren kepada ibu-ibu dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



20

= SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

memperkenalkan Caleg DPR RI Frans
Agung Mula Putra dan meminta kepada ibu-
ibu untuk memilih Caleg tersebut;

16 Bukti P